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SIDANG kasus mafia tanah
kas desa (TKD) dengan tersang-
ka lurah nonaktif Caturtunggal
Depok Sleman, Agus Santoso
(AS) segera digelar di Peng-
adilan Tindak Pidana Korupsi
(Tipikor) Yogya menyusul penye-
rahan berkas oleh jaksa penun-
tut umum. Kini tinggal menunggu
jadwal sidang dan penunjukan
majelis hakim yang menyidan-
gkan perkara tersebut.

AS disangka telah membiar-
kan pembangunan area Singgah
Hijau ‘Eco Lodge’ untuk usaha di
atas tanah kas desa (TKD) selu-
as 5.000 meter persegi karena
percaya telah mendapat jaminan
izin dari Dinas Pertanahan dan
Tata Ruang (Dipertaru) DIY, mes-
ki pembangunannya tidak sesuai
dengan peruntukannya. Kesak-
sian tersebut telah diungkapkan
AS saat persidangan dengan
terdakwa Robinson Saalino
(RS), Direktur PT Deztama Putri
Sentosa di PN Yogya, Rabu
(23/8).

Kini mantan Kepala Dipertaru
DIY Krido Suprayitno telah di-
jadikan tersangka kasus mafia
TKD. Kejati DIY masih mengem-
bangkan penyidikan kasus terse-
but. Dalam perkembangannya,
Krido sangat kooperatif dengan
aparat penegak hukum. Bahkan,
secara berangsur mengemba-
likan uang yang diduga berasal
dari gratifikasi. Total uang yang
telah dikembalikan Krido menca-
pai Rp 3,7 miliar. Pengembalian
uang tersebut merupakan yang
ke lima kalinya, sementara grati-
fikasi yang diterima Krido menca-
pai Rp 4,7 miliar.

Diduga gratifikasi tersebut ber-
asal dari RS, karena Krido telah
membantu dan memfasilitasi da-
lam melakukan penyimpangan
TKD di Caturtunggal Depok
Sleman. Padahal, Krido mesti-
nya menjadi pengawas masalah
TKD. Keterangan ini tentu masih
harus dikonfrontir dengan kete-
rangan Krido di pengadilan, se-

TAJUK RENCANA
Transparansi Sidang Mafia TKD

hingga proses hukumnya ber-
jalan secara fair dan adil.

Langkah Krido mengemba-
likan uang gratifikasi tentu patut
diapresiasi. Paling tidak, keru-
gian negara yang ditimbulkan
akibat penyalahgunaan TKD da-
pat diminimalisasi. Namun, ber-
dasar UU Pemberantasan Tin-
dak Pidan Korupsi, pengemba-
lian uang negara tidaklah meng-
hapus unsur pidananya. Meski
begitu, hakim memiliki kewenan-
gan untuk memberi keringanan
hukuman kepada terdakwa yang
mengembalikan uang yang di-
anggap diperoleh secara tidak
halal.

Kita yakin, proses persidangan
mafia TKD di Pengadilan Tipikor
baru tahap awal pengungkapan
kasus yang lebih besar. Terma-
suk kemungkinan masih ada pi-
hak lain yang terlibat dalam ka-
sus penyalahgunaan TKD, dapat
diungkapkan dalam persidang-
an. Dari persidangan itulah, kita
harapkan aparat penegak
hukum, khususnya jajaran Kejati
DIY proaktif menindaklanjuti ke-
terangan maupun fakta yang ter-
ungkap dalam persidangan yang
selama ini belum diungkap.

Kita menginginkan kasus ma-
fia TKD dibongkar tuntas, yakni
dengan memproses hukum se-
mua pihak yang terlibat, sekecil
apapun perannya. Sebab, dalam
prinsip hukum pidana, semua
yang berbuat, entah itu pelaku
utama, ikut serta, melakukan se-
cara bersama, penganjur, atau
memberi kesempatan terjadinya
tindak pidana, tetap harus dimin-
tai pertanggungjawaban hukum,
sejalan asas equality before the
law, yakni semua warga negara
bersamaan kedudukan di depan
hukum.

Penegakan hukum yang tidak
tebang pilih ini tentu menjadi
dambaan masyarakat pencari
keadilan. Kita berharap peng-
ungkapan mafia KTD di DIY ber-
jalan fair, adil dan transparan.t-d
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SEKARANG ini zaman WA
Grup (WAG). Mulai dari Dasa
Wisma, RT, RW silaturahmi ter-
hubungan melalui WAG. Dan ini
sangat terasa saat masa pandemi
beberapa waktu lalu. Karena
menghindari tatap muka, WAG
menjadi sangat efektif untuk
berkomunikasi antarwarga.

Kini, kala menghadapi soal
sampah, WAG kembali menun-
jukkan nilai positif. Ada yang tidak

PERGI menggunakan moda
kereta api di masa silam, adalah
memandang sebuah keriuhan
yang kadangkala ‘menakutkan’.
Di dalam kereta api yang penuh
sesak, bersliweran asongan serta
merasa tidak nyaman. Sementara
di luar dalam arti di stasiun pun
rasa tidak nyaman dan aman ter-
bentuk begitu saja.

Namun sejak Ignatius Jonan
menjadi Menteri Perhubungan,
perubahan terjadi 180 derajat.
Bukan hanya kereta api yang
bersih dan manusiawi, namun

Belajar dari WA Grup Urusi Sampah

tahu mengapa membakar sam-
pah kering dilarang? Ada yang bi-
ngung kemana plastik selain tas
kresek missal bungkus mi instant,
bungkus minuman sachet-an dan
lainnya. Menarik, warga yang tahu
menjelaskan. Sehingga saling
bisa belajar mengurus sampah
lewat WAG. Silaturahmi terjalin,
informasi didapat dan tetep guyub
rukun. O-d

*) Fariza, Minomartani Ngaglik

Stasiun Kian Berwajah Ramah

wakah stasiunnya pun semakin
berwajah ramah. Petugas kereta
yang siap membantu, keamanan
dan kenyamanan yang terasa,
suasana stasiun yang terjaha ke-
bersihannya. Semua ini membuat
warga merasa nyaman menuju
stasiun dan juga menggunakan
moda kereta api.

Semoga warisan sistem yang
dibenahi Bapak Jonan terjaga dan
terus memberikan kenyaman ma-
syarakat. Bangga pada KAI. O-d

*) Yudi, Pojok Beteng Wetan
Kota Yogya

GTRA ’Summit’ & Penuntasan Soal Agraria

REFORMA Agraria adalah Program
Strategis Nasional yang sudah dia-
manahkah lebih dari dua dekade yang
lalu melalui Tap No. IX/MPR/2001. Tetapi
hingga saat ini masih menghadapi berba-
gai persoalan dalam implementasinya.
Kendala regulasi yang bersifat operasio-
nal dan sering dipersoalkan tidak lagi
menjadi kendala ketika telah diterbitkan
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun
2018 tentang Reforma Agraria (Opini KR,
22/10/2018).

Terbitnya Perpres 86/2018 tersebut
bukanlah suatu kebetulan, tetapi meru-
pakan bagian pemenuhan janji politik
pemerintah. Janji politik presiden dalam
Nawacita yang kemudian dijabarkan da-
lam RPJMN Tahun 2015-2019 yang
terus berlanjut dalam RPJMN 2020-
2024 menyebutkan bahwa untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat di-
lakukan melalui penyediaan tanah objek
Reforma Agraria sekurang-kurangnya 9
juta ha untuk diredistribusikan.

Berdasarkan regulasi tersebut refor-
ma agraria tidak lagi dimaknai secara
sempit sebagai redistribusi tanah bela-
ka, tetapi jauh lebih luas. Reforma
agraria merupakan penataan kembali
struktur penguasaan, pemilikan, peng-
gunaan dan pemanfaatan tanah yang
lebih berkeadilan melalui penataan as-
set dan disertai dengan penataan akses
untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
Adapun penataan asset adalah penataan
kembali penguasaan, pemilikan, penggu-
naan dan pemanfaatan tanah dalam
rangka menciptakan keadilan di bidang
penguasaan dan pemilikan tanah.

Agenda Bersama

Untuk menjalankan agenda reforma
agraria tersebut dibentuklah Gugus
Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang
merupakan lembaga lintassektor meli-
batkan 17 kementerian/lembaga terkait.
Di daerah, mengingat strategisnya agen-
da reforma agraria, GTRA dipimpin lang-
sung oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.
Hal ini menunjukkan bahwa agenda
Reforma Agraria adalah agenda bersama
seluruh elemen bangsa yang membu-
tuhkan partisipasi aktif seluruh stake-
holder terkait.

Sutaryono

Dalam implemetasinya agenda reforma
agraria sudah berjalan dengan baik dan
kontributif dalam memberikan kepastian
hukum melalui penataan asset dan
meningkatkan perekonomian subjek re-
forma agraria melalui penataan akses-
nya. Namun demikian, dipenghujung be-
rakhirnya RPJMN 2020-2024 ini capaian
kinerja reforma agraria masih perlu di-
genjot lagi. Kementerian ATR/BPN telah

mengidentifikasi adanya empat tantang-
an yang harus dihadapi dalam rangka re-
forma agrarian. Yakni: (1) penguatan le-
galisasi aset permukiman di atas air, pu-
lau-pulau kecil dan pulau kecil terluar; (2)
penyelesaian konflik agraria yang ber-
kaitan dengan kewenangan lintas sektor,
seperti masalah penguasaan lahan oleh
masyarakat di atas aset tanah Badan
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik
Daerah (BUMN/BUMD) dan Barang
Milik Negara/Barang Milik Daerah
(BMN/BMD); (3) penyelesaian masalah
dan pemenuhan target sertipikat tanah
transmigrasi; serta (4) menyangkut
Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
dari Pelepasan Kawasan Hutan.
Komitmen Bersama

Untuk mengatasi tantangan dan

menyelesaikan berbagai persoalan imple-

KR-JOKOQ SANTOSQ

mentasi reforma agraria, maka dibutuh-
kan komitmen bersama antarpemangku
kepentingan yang terlibat. Karena itu
Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma
Agraria (GTRA Summit) 2023 diselengga-
rakan pada 29 - 31 Agustus di Karimun.
Presiden direncanakan hadir dalam
pertemuan bertama ‘Transformasi
Reforma Agraria: Mewujudkan Kepastian
Hukum, Keberlanjutan Pembangunan
dan Kesejahteraan Rakyat’.

Tema dipilih mengingat persoalan
pertanahan dan pemanfaatan ruang di
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,
wilayah transmigrasi, tanah-tanah yang
dikuasai oleh BUMN/BUMD dan tanah-
tanah pada kawasaan hutan masih
belum terselesaikan dan belum secara
optimal berkontribusi dalam peningkat-
an kesejahteraan masyarakat. Komit-
men bersama yang diwujudkan melalui
kolaborasi multipihak dan berbagi pe-
ran antar-stakeholder ini merupakan
prasyarat bagi terselesaikannya berba-
gai persoalan yang menghambat imple-
mentasi reforma agraria.

Muaranya adalah terwujudnya kepas-
tian hukum penguasaan dan pemilikan
tanah, keberlanjutan Pembangunan
serta  kesejahteraan masyarakat.
Agenda GTRA Summit 2023 ini meru-
pakan momentum sangat tepat dan ku-
at untuk mengatasi hambatan pelak-
sanaan. Sekaligus meneguhkan komit-
men bersama untuk menuntaskan
Program Strategis Nasional Reforma
Agraria. O0-d

*) Dr Sutaryono, Staf Pengajar pada
STPN Yogyakarta dan Prodi
Pembangunan Wilayah

Fakultas Geografi UGM

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih par-
tisipasinya dalam menulis dan mengirimkan
artikel untuk SKH Kedaulatan Rakyat.
Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan
lewat email : opinikr@gmail.com dengan
panjang tulisan antara 535 - 575 kata, de-
ngan mengisi subjek mengenai isu yang di-
tulis serta jangan lupa menampilkan foto-
copy identitas. Terimakasih.

Quo Vadis Sengketa Kewenangan

POLEMIK berkepanjangan menyang-
kut kewenangan konstitusional institusi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
dalam perkara operasi tangkap tangan
(OTT) sedikit mereda. Tentu setelah
penetapan Kepala Basarnas HA dan se-
orang perwira menengah berpangkat
Letnan Kolonel (adm) ABC sebagai ter-
sangka.

Hanya persoalan kasus dugaan adanya
tindakan gratifikasi atau penyuapan da-
lam proyek pengadaan barang dan jasa di
Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan (BNPP) dan Badan SAR
Nasional (Basarnas) tidak sesederhana
itu. Penetapan status hukum sebagai
tersangka kepada kedua perwira aktif
TNI membuat Puspom TNI bereaksi de-
ngan menyampaikan protes kepada
KPK. Apa yang dilakukan KPK dinilai ti-
dak prosedural. Dalam arti, tidak sesuai
dengan Peraturan Perundangan yang
berlaku yakni UU no.34 tahun 2004 ten-
tang TNI dan UU no.31 tahun 1997 ten-
tang Peradilan Militer.

Protes berdampak. Pimpinan KPK di-
dampingi Danpuspim TNI memberikan
keterangan pers. Pimpinan KPK me-
myakui adanya kekeliruan dan kekhi-
lafan yang dilakukan Penyidik KPK.
Permintaa maaf pun disampaikan KPK
kepada TNI khususnya Panglima TNI.

Pengunduran Diri

Permintaan maaf mengakibatkan Di-
rektur Penyidikan KPK mengajukan
pengunduran diri dari jabatannya. Maka
muncullah pelbagai komentar dan per-
nyataan. Ada yang menyayangkan
adanya permintaan maaf dari pimpinan
KPK kepada pimpinan TNI. Yang lebih
ekstrem ada aktivis sosial mengatakan :
“...dengan kejadian tersebut, maka UU
tentang TNI dan aturan tentang

Achiel Suyanto S

Peradilan Militer perlu untuk diubah....”
Mengapa demikian? Apakah setiap kali
ada kekeliruan dalam pelaksanaan atau
aplikasi suatu aturan yang tidak tepat
maka UU atau aturan itu yang harus se-
lalu diubah? Atau apakah setiap langkah
dan tindakan yang dilakukan oleh insti-
tusi KPK itu selalu benar serta tidak
boleh dan tidak pernah salah? Atau
apakah jika ada kekeliruan, kekhilapan
dan atau kesalahan yang manusiawi?
Karena KPK adalah sebuah lembaga.
Lembaga ini dijalankan para manusia
yang bukan dewa. Sehinga dengan
demikian tidak dibenarkan atau bahkan
diharamkan untuk sekadar meminta
maaf dan kemudian memperbaiki keke-
liruan dan kesalahannya? Nah sedikit
menyitir gaya bahasanya ahli filsafat

dengan istilah ‘supervisi’. Sepanjang an-
tarinstitusi bisa saling menjaga keharmo-
nisan kinerja, saling hormat menghor-
mati dan saling harga menghargai serta
tidak ada yang merasa lebih tinggi an-
tarinstitusi yang satu dengan institusi
yang lainnya.

Karena hemat penulis yang lebih ele-
gan adalah sikap dan political will peme-
rintah. Yakni jangan menempatkan
militer aktif pada jabatan di lingkungan
atau institusi sipil. Jika tenaga militer
aktif sangat dibutuhkan institusi sipil
maka jalan keluarnya adalah dengan
‘mempensiunkan’ yang bersangkutan.
Sehingga jika ada kesalahan yang di-
lakukannya statusnya sudah sebagai
warga sipil. Sederhana bukan? Gitu aja
kok repot!

*) Dr Achiel Suyanto,S.,
Advokat dan Dosen Fakultas Hukum
UII Yogyakarta.

Rocky Gerung yakni : “mari kita
berfikir cerdas!”
Draft Akademik

Dan kemudian, pemerintah
melalui Menkopolhukam telah
meminta institusi terkait yakni
Menhan dan Menkumham untuk
menyiapkan draft akademik ten-
tang perubahan UU TNI dan UU
Peradilan Militer. Padahal dalam

1te ¢ truk Basarnas.
hemat penulis jika kita taat asas -- Kembangkan, tak hanya di
belum dirasa perlu untuk mela- Basarnas.

kukan revisi atau perubahan ter-
hadap kedua UU tersebut. Karena
dalam penerapan sistim hukum

j i DIY.
pidana kita dikenal adanya istilah Jaga warga di e 1.
y e . -- Agar daerah lain bisa mencontoh
perkara ‘koneksitas’. Yaitu pe- Yogya

nanganan bersama antarinstitusi
baik antarinstitusi sipil dengan
militer atau antarinstitusi pene-
gak hukum yang sering disebut

Penataan kawasan kumuh andalkan
APBD Kota Yogya.
-- Perlu terobosan gunakan Danais.

KPK dalami rekayasa lelang pengadaan

Baharkam Polri akan adopsi penerapan

Fojok KR

sesteske

sesteske

Bzass

iklankryk13@gmail.com.
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